
 

 

 

 

 

 

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR  11  TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 

PEMBANGUNAN INTEGRITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 
 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,  

 
Menimbang : a.   bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan 

bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan 

penguatan sistem integritas pegawai aparatur sipil negara 
di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar dan 

menetapkannya pada Peraturan Wali Kota Pematangsiantar 
tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil 
Negara. 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1092); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5.Undang-Undang … 

SALINAN 
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5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6864); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6897); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II 

Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3328); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4450);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manjemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6264);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);  

14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);  
17.Peraturan … 
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17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar 

Kompetensi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1907); 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252); 

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28); 

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2020 tentang 
Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1001); 

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2022 
tentang Batas Daerah Kabupaten Simalungun Dengan Kota 
Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1415); 

23. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota 
Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar 
Tahun  2017  Nomor  1,  Tambahan  Lembaran Daerah Kota 

Pematangsiantar Nomor 1), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar 

(Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Pematangsiantar Nomor 2); 

24. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 
2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Berita 
Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 27). 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBANGUNAN 

INTEGRITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA. 

BAB I … 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar. 

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- 
undangan. 

6. Integritas  adalah  konsistensi  berperilaku  yang  selaras 
dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur 

dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan 
langsung, dan pemangku kepentingan, serta mampu 
mendorong terciptanya budaya etika tinggi, bertanggung 

jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang 
menyertainya. 

7. Pembangunan  Integritas  pegawai  ASN  adalah  upaya 
untuk mewujudkan, memperkuat, dan mempertahankan 
nilai dasar, daya nalar dan keberanian moral ASN. 

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat 
PPK adalah   pejabat   yang   mempunyai   kewenangan 
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

9. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB 
adalah pejabat     yang     mempunyai     kewenangan 
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 2 

Pembangunan Integritas pegawai ASN merupakan bagian dari 

pembangunan Zona Integritas dan pembangunan Sistem Merit 
dalam   Manajemen   ASN   sebagai   bagian   integral   dalam 
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional. 

Pasal 3 … 
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Pasal 3 

(1) Pembangunan   Integritas   Pegawai   ASN   sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 diukur dari: 

a. kejujuran; 

b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 

c. kemampuan bekerja sama; dan 

d. pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. 

(2) Sasaran pembangunan Integritas Pegawai ASN pada level 
individu yaitu terwujudnya Pegawai ASN yang berintegritas 
tinggi. 

 
Pasal 4 

 

(1) Pembangunan Integritas pegawai ASN dilakukan dengan 
mengelola faktor sebagai berikut: 

a. keyakinan, yaitu nilai dasar Integritas yang telah 
terinternalisasi dalam individu; 

b. daya nalar, yaitu kemampuan individu menata dan 

mengatur diri sendiri, proaktif, responsif; dan 

c. keberanian moral, yaitu kekuatan mental individu dan 
kepercayaan diri dalam membuat keputusan moral 

untuk menyelesaikan persoalan etika. 

(2) Pembangunan Integritas Pegawai ASN dilakukan secara 

berurutan melalui tahapan sebagai berikut: 

a. persiapan; 

b. pelaksanaan; dan  

c. penilaian. 
 

Pasal 5 

(1) Pembangunan   Integritas   pegawai   ASN   sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Wali Kota 

selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan setiap kepala 
Satuan Kerja Perangkat daerah. 

(2) Pembangunan   Integritas   pegawai   ASN   sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 
pedoman umum Pembangunan Integritas pegawai ASN. 

 
Pasal 6 

(1) Pedoman umum Pembangunan Integritas pegawai ASN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: 

a. pendahuluan; 

b. kerangka pembangunan Integritas pegawai ASN; 

c. strategi dan tahapan implementasi; dan  

d. penutup. 

(2).Pedoman … 
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(2) Pedoman umum Pembangunan Integritas pegawai ASN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini.  

 

Pasal 7 

(1) Dalam pelaksanaan Pembangunan Integritas pada 

Pemerintah Daerah dilaksanakan Pakta Integritas yang 
bertujuan: 

a. memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan 

pemberantasan korupsi; 

b. menumbuhkembangkan keterbukaaan dan kejujuran, 
serta memperlancar pelaksanaan tugas yang 

berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel; dan 

c. mewujudkan pemerintah dan Masyarakat Indonesia 

yang maju, mandiri, bertanggung jawab, dan 
bermartabat dengan dilandasi oleh nilai luhur budaya 
bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dan Pancasila. 

(2) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi seluruh ASN 
pemerintah daerah. 

(3) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan 
penandatanganan dokumen Pakta Integritas yang memuat 

pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen 
melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, 
wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan 
korupsi, kolusi dan nepotisme. 

(4) Penandatanganan dokumen pakta integritas oleh ASN 
disaksikan/diketahui oleh atasan langsungnya. 

(5) Format dokumen pakta intergitas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 

Pasal 8 

Kepala Perangkat daerah wajib menyusun dan menetapkan 

Standar Operasional Prosedur, Norma, dan Kriteria dalam 
pembangunan Integritas pegawai ASN dilingkungan perangkat 
daerah masing-masing dan melaksanakan internalisasi nilai-

nilai integritas secara priodik. 

 

Pasal 9 

Pemerintah daerah dapat menyusun dan menetapkan kerangka 
regulasi dan kerangka pendanaan dalam rangka membangun 

Integritas pegawai ASN. 
 

Pasal 10 … 
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SALINAN Sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

EDI SUTRISNO, S.H. 

PEMBINA 

196903131989031004 

 

Pasal 10 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar. 

 

Ditetapkan di Pematangsiantar 
pada tanggal 2 Juli 2024 

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR, 

          ttd 

 

SUSANTI DEWAYANI 

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 2 Juli 2024 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, 

 

           ttd 

JUNAEDI A. SITANGGANG 
 

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024 NOMOR 11 

 

 

 


